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Suryati. Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, 
Status Pernikahan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Tegal). 
Tujuan penelitian ini adalah1). Untuk mengetahui pengaruh gender, latar 
belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan dan tingkat penghasilan 
berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan 
pajak pratama tegal., 2). Untuk mengetahui pengaruh Gender terhadap kepatuhan 
wajib pajak, 3). Untuk mengetahui pengaruh Latar Belakang pekerjaan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 4). Untuk mengetahui pengaruh pendididkan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 5). Untuk mengetahui pengaruh Status pernikahan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 6). Untuk mengetahui pengaruh tingkat 
penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
kuesioner.  Sedangkan metode analisis data dan uji hipotesis yang digunakan 
adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, uji signifikansi simultan, uji 
signifikansi parsial, uji koefisien determinasi dan uji T-test Independen. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) penelitian ini membuktikan bahwa 
variabel gender  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak, 2) variabel latar belakang pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak 3) tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) status pernikahan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 5 tingkat penghasilan 
mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan 
6) variabel gender, latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan 
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Suryati. Effect of Gender, Employment Background, Education Level, 
Marital Status and Income Level Against Taxpayer Compliance (Case Study on 
KPP Pratama Tegal City). 
The purpose of this study is 1). To find out the influence of gender, 
occupational background, level of education, marital status and income level 
partially affect the compliance of taxpayers in the tax office Pratama Tegal, 2). To 
find out the effect of Gender on taxpayer compliance, 3). To determine the effect 
of occupational background on tax compliance. 4). To determine the effect of 
education on tax compliance. 5). To find out the effect of marital status on tax 
compliance. 6). To determine the effect of income levels on tax compliance. 
The data collection method used in this study was a questionnaire. While the 
methods of data analysis and hypothesis testing used are validity, reliability, 
hypothesis testing, simultaneous significance tests, partial significance tests, 
coefficient of determination tests and Independent T-tests. 
The conclusions of this study are 1) this study proves that gender variables 
have a significant effect on taxpayer compliance, 2) occupational background 
variables have a significant effect on taxpayer compliance 3) education level has a 
significant effect on taxpayer compliance, 4 ) marital status has a significant effect 
on taxpayer compliance, 5 income levels have an insignificant effect on taxpayer 
compliance and 6) gender, work background, education level, marital status and 
income level have a significant effect on taxpayer compliance . 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi 
besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi 
andalan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan kontribusi pajak 
dalam penerimaan negara dapat dilihat dari besarnya penerimaan pajak pada 
APBN dari tahun ke tahun yang semakin meningkat . Pada APBN besarnya 
penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat mencapai lebih dari 70% 
dari total penerimaan negara. Pajak bertujuan untuk mensejahterakan rakyat 
dengan memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak adalah iuran 
kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan kontribusi 
langsung yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini lembaga yang 
menjalankan serta mengatur perpajakan adalah direktorat jendral pajak 
dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Indonesia (Fitriani, dewi, 
dkk. 2014) 
Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan 
mencatat, penerimaan negara dari  pajak mencapai Rp 156,8 triliun atau 11,32 
persen hingga 7 Maret 2018, dari target perolehan pajak tahun ini Rp 1.424,7 
triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  Robert 
 Pakpahan mengungkapkan, capaian pajak dari Januari sampai 7  Maret 






persen, dari periode yang sama pada tahun lalu,diluar Pajak Penghasilan 
(PPh  minyak dan gas bumi (Migas). Artinya, Direktorat jendral Pajak harus 
bekerja ekstra dalam mengejar tambahan 144,1 Triliun dari target penerimaan 
pajak pada tahun 2017. Terlebih penerimaan pajak pada tahun 2017, realisasi 
penerimaan pajak baru tercapai 91%. Dengan demikian, dibutuhkan usaha 
yang lebih keras lagi (sumber: http://www.pajak.go.id 28 Maret 2019 ) 
Secara umum, kepatuhan perpajakan berarti pelaporan atas dasar 
pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, menghitung pajak terutang 
dengan benar, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat 
waktu, dan melakukan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara 
tepat waktu. Pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang melarikan 
diri dari pembayaran pajak akibat tidak paham arti pentingnya membayar 
pajak. Hal tersebut dikarenakan tindakan penggelapan pajak yang sengaja 
melaporkan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang tidak benar. Tindakan 
ini menyebabkan perbedaan perhitungan dan penyetoran pajak yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pajak yang seharusnya terutang. 
Perbedaan ini dapat merugikan wajib pajak maupun pemerintah karena bisa 
jadi lebih bayar atau kurang bayar pajak. Selain perbedaan atas jumlah pajak, 
masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak serta 
menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya ( Pasaribu 
dan Tjen, 2015) 
Tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup kerja dalam hal pelaporan surat 





dari kalangan karyawan, 106 ribu wajib pajak badan, dan 240 ribu 
darikalangan pengusaha. Dari ketiga kelompok tersebut, kepatuhan kalangan 
pengusaha dari unsur nonkaryawan serta pelaku ukm yang terendah yakni 
hanya 32%. Sementara kelompok wajib pajak badan juga karyawan, 
kepatuhannnya berkisar 54% dan 55%. Sisanya para pemilik npwp yang tidak 
melaporkan spt dikarenakan berbagai alasan. Salah satu kondisi yang paling 
banyak terjadi ialah pembuatan npwp untuk keperluan melamar kerja. 
Kepemilikan npwp yang dijadikan persyaratan melamar kerja itu membuat 
para pencari kerja akhirnya memproses pembuatan npwp. Disalah satu kantor 
pelayanan pemohonan pembuatan ini bahkan bisa mencapai 150 orang per 
harinya. Permasalahan pun muncul manakala para pelamar tersebut nyatanya 
tidak diterima pada lowongan pekerjaan yang diincar. Alhasil, mereka 
menjadi pemegang npwp yang tak memiliki penghasilan tetap hingga 
akhirnya tak melakukan pelaporan spt yang semestinya setahun sekali 
(sumber: www.pikiran-rakyat.com/kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-rendah 
28 Maret 2019 ) 
Permasalahan lain yang juga mempengaruhi rendahnya kepatuhan 
pelaporan spt ialah dari kalangan pelaku usaha yang belum stabil omset 
usahanya. Saat usaha sedang baik, mugkin mereka tertib dan disiplin. Namun 
saat usaha lesu, seringkali tak memikirkan hal lain, apalagi semisal pelaporan 
spt. Kondisi kedua ini bahkan sangat banyak dan jamak terjadi pada skala 
nasional. Dedi menyebutkan data , dari 19 juta pemilik npwp di indonesia, 





pemegang npwp dari kalangan pelaku usaha, hanya satu juta di antaranya 
yang melaporkan spt-nya. (sumber: www.pikiran-rakyat.com/kepatuhan-
wajib-pajak-lapor-spt-rendah 28 Maret 2019 ) 
Pemunguan Pajak memang bukan perkara mudah. Di samping peran serta 
aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu 
sendiri. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan Wajib 
Pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan dan kesadaran membayar pajak 
menunjukan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak 
mendapat kontribusi secara langsung. kesadaran Wajib Pajak atas fungsi 
perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sastra guna, 2015) 
Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor 
fiskal yaitu memberlakukan Self Assessment System. Pada self assesment 
system mengisyaratkan adanya peran aktif masyarakat untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak 
merupakan hal yang penting untuk mensukseskan pelaksanaan sistem 
tersebut. Oleh karena itu, sangat penting apabila kesadaran pajak dapat timbul 
dari diri Wajib Pajak itu sendiri atau sukarela. Wajib Pajak sadar bukan 
berarti Wajib Pajak membayar dalam nominal besar, melainkan Wajib Pajak 





perpajakan yang telah memenuhi kriteria tertentu dan tanpa ada unsur 
paksaan melainkan keinginan diri sendiri ( Supriyanti dan Hidayat, 2008). 
Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan 
sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan 
dalam masyarakat di Indonesia. Sistem penghitungan sendiri ini juga 
merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
kualitas dari Warga Negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh 
kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan di Indonesia salah 
satunya adalah faktor-faktor demografi seperti jenis kelamin, umur, tingkat 
pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan,tingkat penghasilan, budaya 
etnik, keperilakuan sehari-hari, dan sebagainya. 
Menurut Pasaribu dan Tjen (2015) Pada dasarnya, faktor yang 
menghambat membayar pajak adalah masalah kepatuhan wajib pajak. 
Literatur perpajakan mengidentifikasi faktor-faktor , baik ekonomi maupu  
nonekonomi penentu ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Salah satunya 
adalah faktor-faktor demografi seperti jenis kelamin, pekerjaan,tingkat 
pendidikan, status pernikahan,tingkat pendapatan dan umur dapat memiliki 
pengaruh terhadap keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya atau patuh terhadap pajak. Meskipun alasan yang tepat belum 
diketahui, namun penegtahuan tentang hubungan korelasi faktor demografi 





untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.  Gender adalah 
konsep yang memandang pria dan wanita bukan hanya sebagai perbedaan 
biologis. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang di ciptakan oleh 
manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan 
dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari jenis kelamin 
lainnya. Konsep inilah yang membentuk identitas gender atas laki-laki dan 
perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui 
perangkat-perangkat soasial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak 
tertulis dalam masyarakat. Penelitian yang sama menurut fitriani, dewi, dkk 
(2014) , Kakunsi E.dkk (2017) dan Pasaribu dan Tjen (2015) menunjukan 
bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan antara responden berjenis kelamin laki-
laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Menurut Sarasdiyanto R. 
(2017) menunjukan bahwa gender memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan oleh 
wiraswasta dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak. 
Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga juga akan mendorong 
kepatuhan perpajakan. Bagi karyawan, penghasilan yang diterimanya telah di 
potong untuk membyar pajak oleh pemeri kerja . hal berbeda dengan 
wiraswasta dimana penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi 
penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa karyawan lebih patuh dalam 
membayar pajak dibandingkan wiraswasta. Penelitian menurut fitriani, dewi. 





pekerjaan sikap wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja dalam 
membayar pajak akan menyesuaikan karakteristik pimpinan. Namun berbeda 
dengan wiraswasta akan cenderung menghindari pajak daripada wajib pajak 
yang atas penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja. 
Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 
kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan. Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah proses 
interaksi antara manusia sebagai individu dengan melakukan metode-metode 
tertentu sehingga dapat mempeoleh pemahaman,pengetahuan, dan tata cara 
bertingkah lakuyang sesuai dengan kebutuhan. Tingkat pendidikan dapat 
menjadi patokan dalam pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 
Menurut Fitriani, dewi.dkk (2014) menyatakan tingkat pendidikan memiliki 
pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat 
pendidikan wajib pajak maka akan semakin mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan tologna, evalin 
yunita (2015) menunjukan secara parsial pendidikan tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Penelitian terkait status pernikahan terhadap kepatuhan wajib wajib pajak 
ternyata berbeda. Sarasdiyanto, R. (2017) menyatakan bahwa status 
pernikahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Orang-
orang yang sudah menikah akan lebih taat sehingga mereka akan menghindari 





pajak. Namun, Pasaribu dan Tjen  (2015) menemkan bahwa  Tidak ada 
perbedaan kepatuhan wajib pajak antara responden yang belum menikah 
dengn responden yang sudah menikah.  
Penghasilan dari pekerjaan seseorang merupakan obyek potensial bagi 
perpajakan di Indonesia. Pegawai Negri Sipil (PNS), pegawai swasta, 
wirausaha serta profesi. Penghasilan yang mereka peroleh merupakan obyek 
pajak penghasilan dan harus dipotong oleh pemerintah. Menurut Pasaribu dan 
Tjen (2015) menyatakan tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan 
perpajakan dimana semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin rendah 
kepatuhan perpajakannnya. Menurut Rahman, A. (2018) Pendapatan 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan tidak akan mempengaruhi tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sedangkan menurut Iswanti, T. 
(2015) menunjukan tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang 
akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara 
lain tahun penelitian, lokasi penelitian dan variabel penelitian. Penelitian ini 
merupakan pengembangan dari penelitian dewi fitriani, dewi.dkk (2014) 
Yang meneliti tentang pengaruh gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat 





Jambi. Untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, peneliti 
menambahkan pengaruh Status Pernikahan dan Tingkat Penghasilan Sebagai 
Variabel bebas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH 
GENDER, LATAR BELAKANG PEKERJAAN, TINGKAT 
PENDIDIKAN, STATUS PERNIKAHAN DAN TINGKAT 
PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI 





B. Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
2. Apakah latar belakang pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
4. Apakah status pernikahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
5. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
6. Apakah gender, latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, status 
pernikahan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada kantor pelayanan pajak pratama tegal ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
kantor pelayanan pajak pratama tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap kepatuhan 





3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
4. Untuk mengetahui pengaruh status pernikahan terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
6. Untuk mengetahui pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, tingkat 
Pendidikan, status pernikahan dan tingkat penghasilan terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
2. Manfaat penelitian 
Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 
yang membacanya yang secara langsung terkait didalamnya. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 
ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah 
pengaruh gender,latar belakang pekerjaan,pendidikan,status pernikahan 
dan tingkat penghasilan terhadap keparuhan membayar pajak. 
2.  Manfaat Praktis  
a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu 





untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh 
selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di 
masyarakat.  
b. Bagi Instansi  
Pajak Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor 
Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. 
c. Bagi akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat membri informasi dan sumber 
pengetahuan baru terhadap kepatuhan perpajakan serta dapat 
menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya 
d. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 
sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan 
masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan 








A. Landasan Teori 
1.  Teori Atribusi  
pada dasarnya atribusi mengacu bagaimana orang menjelaskan penyebab 
perilaku orang lain atau dirinya sendiri . menurut sairi (2014) atribusi adalah 
proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan 
wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian 
terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya teori atribusi mengamati Perilaku 
orang lain yang disebabkan secara internal maupun secara eksternal. Perilaku 
yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di 
bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang 
disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, 
artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi 
mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. 
Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk 
meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, 
berprasangka terhadap layanan dari seseorang cenderung menghubungkan 
kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan 






Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi 
salah satunya adalah penelitian Santi (2012). Santi (2012) melakukan 
penelitian mengenai analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, 
lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap 10 kepatuhan wajib pajak. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi 
berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap 
rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus, sedangkan variabel 
terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan WP. Hasil penelitian Santi 
(2012) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran 
perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP, baik 
secara parsial dan simultan. 
2.  Konsep  Pajak 
a). Definisi pajak 
Pengertian Pajak berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang 





Mardiasmo (2013:1) pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat 
kepada kas negara sesuai dengan undang-undang tanpa mendapat jasa 
imbalan yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
Pajak ialah kewajiban memberikan sebagian kekayaan ke kas Negara 
karena suatu keadaan dan peristiwa yang memberikan kedudukan 
tertentu tetapi bukan sebagai hukuman dan dapat dipaksakan dengan 
tidak adanya jasa timbal balik oleh Negara secara langsung dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat (Djajadiningrat dalam Resmi, 
2014:1) 
Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut maka dapat disimpulkan 
ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :   
a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukan adanya 
kontraprestasi individu  oleh pemerintah atau tidak ada hubungan 
langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi 
secara individu. 






d. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus 
digunakan untuk “ public investment “. 
e.   Pajak di pungut disebabkan adanya sesuatu keadaan, kejadian dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 
Berikut ini adalah penggolongan pajak yang dibedakan menurut 
Golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Tjahjono 
dan Husein, 2009). 
1. Menurut golongannya 
Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung 
dan pajak tidak langsung. Berikut diuraikan pengertian : 
1) Pajak langsung 
Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang 
bebannnya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang 
bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dari segi 
administratif, pajak langsung dikenakan atas surat ketetapan pajak 
yang dipungut secara berkala. 
2) Pajak tidak langsung 
Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak 
yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau 
konsumen. Dari segi administratif, pajak tidak langsung merupakan 





menyebabkan terutangnya pajak, contohnya terjadi penyerahan 
barang dan pembuatan akte. 
2. Menurut sifatnya 
1) Pajak subjektif (bersifat perorangan) 
Pajak subjektif ialah jenis pajak yang dalam pengenaannya 
memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Artinya 
setiap orang yang menghuni wilayah di indonesia memiliki 
kewajiban untuk membayarkan pajak tersebut. 
2) Pajak Objektif (bersifat kebendan) 
Pajak objektif pertama-tama meihat kepada objeknya baik itu 
berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau 
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, 
kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) 
yang bersangkutan langsung dan tidak mempersoalkan apakah 
subjek pajak ini berkediaman di indonesia ataupun tidak. 
3. Menurut lembaga pemungut 
1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 
Pajak Negara atau Pusat adalah Pajak yang dikelola oleh 
pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya 






2) Pajak Daerah  
Pajak Daerah adalah Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah 
seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan 
peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk 
pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.  
b) Fungsi Pajak 
fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada 
fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi 
mengatur.  
Menurut Tjahjono dan Husein (2009 ) Berikut ini adalah penjelasan untuk 
masing-masing  fungsi tersebut. 
1. Sumber keuangan negara (Budgetair) 
Fungsi pajak untuk memasukan uang kas negara atau dengan kata 
lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan 
untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan. 
2. Fungsi mengatur atau nonbudgetair (Fungsi regulered) 
Pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintahan untuk turut 
campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu, mengubah 






c)  Syarat pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang di atur melalui 
undang-undang. Merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara 
yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, 
pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri 
mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut, serta berapa besarnya 
pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011). 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai masala, maka 
pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan pajak, yaitu: 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 
merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak 
untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.  
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).  
Sesuai UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan 






3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).  
Pemungutan pajak harus di usahakan tidak boleh mengganggu 
kelancaran perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan 
maupun jasa. sehingga tidak menimbulkan kerugian kepentingan 
masyarakat dan perekonomian masyarakat . 
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).  
Sesuai fungsi budgetair,yaitu biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.  
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
dalam membayar pajak. Syarat-syarat ini telah dipenuhi oleh undang-
undang perpajakan yang baru. 
Dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak harus dapat dimengerti 
oleh masyarakat, terutama pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik akan 
mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. 
Selain itu, dengan pelayanan yang baik masyarakat juga akan lebih mudah 
memahami mengenai peraturan yang berlaku mengenai kewajibannya 
sebagai wajib pajak. 
Berikut beberapa tata cara pemungutan Pajak di indonesia (Mardiasmo, 
2009): 
a) Stesel Pajak 





1) Stesel nyata 
Pengenaan pajak dilakukan berasarkan pada objek (penghasilan 
yang nyata), sehingga pemungutannya baru akan dilakukan pada 
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 
diketahui. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih 
realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat 
dikanakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) 
2) Stesel anggapan 
Stesel yang mendasarkan pada suatu anggapan (fiksi) yang diatur 
oleh undang-undang. Misalnya dalam kaitannya dengan pajak 
penghasilan, umumnya anggapan yang digunakan adalah 
penghasilan tahun sekarang (tahun berjalan) sama dengan 
penghasilan tahun yang lalu (tahun sebelumnya), sehingga pada awal 
tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang 
untuk tahun berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar 
selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 
Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak 
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 
3) Stesel campuran 
Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 





sesuai dengan stesel nyata. Bila besarnya pajak menurut kenyataan 
lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak 
harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat 
diminta kembali. 
b) Asas Pemungutan pajak 
Pemungutan pajak merupakan dasar dan pedoman yang digunakan 
pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. 
Ada 3 jenis asas pemungutan pajak, yaitu : 
1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasulan yang 
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 
Wajib Pajak dalam negeri. 
2) Asas sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 
Pajak. Apabila suatu sumber penghasilan berada disuatu negara 
tersebut hendak memungut pajak kepada setiap orang yang 
memperoleh penghasilan dari tempat atau seumber penghasilan 
tersebut berada. 





Cara pengenaan pajak dihubungkkan dengan kebangsaan dari 
suatu negara. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan dari mana 
penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya 
dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas 
nasionalitas ni dilakukan dengan cara menggabungkan asas 
nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak. 
d) Sistem pemungutan pajak 
Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan 
untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke 
negara. 
Ada 3 sistem pemungutan pajak di indonesia sebagai berikut : 
1) Official Assessment System  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif 
dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah keluarnya surat 
ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini 
biasanyaditetapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi 
Bangunan (PBB). 
2) Self Assessment System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan 
besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang 





yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan 
besarnya pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui 
sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. 
3) With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskal dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib pajak. 
3. Hambatan Pemungutan Pajak  
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua 
(Mardiasmo, 2002:9) yaitu:  
1. Perlawanan pasif ,Masyarakat enggan membayar pajak yang dapat 
disebabkan antara lain:  
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.  
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.  
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksankan dengan baik.  
2.  Perlawanan aktif  
a. Tax avoidance, usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik 






b. Tax evasion, usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak secara 
illegal dengan tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya 
(menggelapkan pajak).  
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, tingkat pendidikan 
dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap sikap masyakat dalam 
memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada 
faktor yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak yaitu 
perkembangan intelektual masyarakat, sistem perpajakan yang sulit 
dipahami, serta sistem kontrol yang tidak dilakukan dengan baik. 
4. Gender 
Centre for Tax Policy and Administration (2004) mengidentifikasikan 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak 
diantaranya faktor individual seperti gender.  Hal ini juga didukung oleh 
penelitian menurut pasaribu dan Tjen (2016) yang menyebutkan faktor-
faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia diantaranya 
yaitu gender. Gender merupakan jenis kelamin sosial, yang berbeda 
dengan jenis kelamin biologis. Dikatakan sebagai jenis kelamin sosial 
karena merupakan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi budaya dan 
norma sosial masyarakat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan 
dan membedakan antara peran jenis kelamin laki–laki dan perempuan  
Gender merupakan salah satu faktor yang menarik untuk diteliti 





Wajib Pajak Wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani 
atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan 
jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib pajak pria lebih menekankan 
pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan (Debbianita dan Verani 
Carolina, 2013). Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi, terkadang 
kebutuhan seorang perempuan lebih besar dari seorang laki-laki, 
menyebabkan perempuan mengesampingkan kewajiban perpajakan dan 
membuat mereka tidak patuh. 
Menurut Kakunsi, e.dkk (2017) Tidak terdapat pengaruh langsung 
Gender pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi hasil yang sama 
Menurut Pasaribu dan Tjen (2016) dan fitriani,.Dkk (2014) tidak ada 
perbedaan kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak berjenis kelamin laki-
laki maupun Wajib Pajak berjenis kelamin perempuan sedangkan menurut 
sarasdiyanto, R. (2017) Menunjukan bahwa jenis kelamin tidak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian 
diatas yang saling berlawanan tersebut, peneliti ini akan menguji hubungan 
antara Gender dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
5. Latar belakang pekerjaan  
Perbedaan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh 
karyawan dengan wiraswasta dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan 
Wajib Pajak. Pelaporan pihak ketiga atas pemotongan pajak juga akan 





diterimanya telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Jika seorang 
karyawan hanya bekerja di satu pemberi kerja bisa dikatakan bahwa dia 
patuh dalam hal pembayaran pajak karena pajak terutang atas 
penghasilannya sama dengan besarnya pemotongan pajak yang dilakukan 
pemberi kerja. Hal berbeda terjadi bagi wiraswasta dimana banyak 
penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. 
Literatur kepatuhan pajak menyimpulkan bahwa wajib pajak wiraswasta 
lebih mudah menghindari pajak dibanding karyawan.  
Menurut Wiratama, K.dkk (2015) Yang meneliti tentang Pengaruh 
tingkat pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan wajib pajak terhadap 
kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak menyatakan 
bahwa jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Penelitian yang sama menurut Pasaribu dan Tjen (2015) 
menyatakan jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi mempengaruhi 
kepatuhan perpajakan nya, menurut Fitriani, dewi.dkk (2014) menyatakan 
latar belakang pekerjaan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan 
wajib pajak, latar belakang pekerjaan atau profesi seseorang wajib pajak 
akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
6. Tingkat Pendidikan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses 
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 





Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah proses interaksi antara 
manusia sebagai individu dengan melakukan metode-metode tertentu 
sehingga dapat mempeoleh pemahaman,pengetahuan, dan tata cara 
bertingkah lakuyang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 
Tingkat pendidikan dapat menjadi patokan dalam pengaruh kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi, Menurut Fitriani, dewi.dkk (2014) 
menyatakan tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap 
kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak 
maka akan semakin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Pasaribu dan Tjen (2015), 
semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan lebih 
mengetahui perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika 
dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah, Hal ini 
akan mendorong orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih patuh. 
Penelitian yang sama menurut Wiratama, K.dkk (2015) menyatakan 
tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran 
wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Menuurut Sarasdiyanto, 
R. (2017) dan Kakunsi, E.dkk (2017) menyatakan pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan menurut 
menunjukan secara parsial pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan 





berlawanan tersebut, peneliti ini akan menguji hubungan antara tingkat 
pendidikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
7. Status Pernikahan 
Status pernikahan menjadi hal yang perlu diteliti, antara individu yang 
belum menikah dengan individu yang sudah menikah terkadang memiliki 
persepsi yang berbeda tentang membayar kewajiban pajak. Menurut 
Sarasdiyanto, R. (2017) Status Pernikahan Wajib Pajak Orang Pribadi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya 
tidak ada perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah 
menikah maupun belum menikah dalam tingkat kepatuhan membayar 
pajak. 
Ada beberapa hasil penelitian Diantaranya menurut Pasaribu dan Tjen 
(2015) bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden 
yang belum menikah dengan responden yang sudah menikah artinya status 
prnikahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Torgler 
(2003) menemukan bahwa individu yang belum menikah memiliki tingkat 
kepatuhan perpajakan lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang 
sudah menikah. Orang yang sudah menikah lebih memiliki moral pajak 
yang tinggi dibandingkan yang masih lajang (torgler dan Schneider, 2004 
). Artinya, yang sudah menikah akan lebih terikat pada komunitas 
sehingga mereka akan menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan 
sanksi termasuk melakukan penggelapan pajak. Namun, banyak fakta yang 





pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Hal ini yang 
mendorong wajib pajak yang sudah menikah melakukan penghematan 
untuk kebutuhan yang tak terduga. Maka semakin banyak kebutuhan-
kebutuhan yang harus dipenuhi, hal ini yang mendorong mereka untuk 
melakukan penggelapan pajak. 
8. Tingkat Penghasilan 
Penghasilan dari pekerjaan seseorang merupakan obyek potensial bagi 
perpajakan di Indonesia. Pegawai Negri Sipil (PNS), pegawai swasta, 
wirausaha serta profesi. Penghasilan yang mereka peroleh merupakan 
obyek pajak penghasilan dan harus dipotong oleh pemerintah. Keputusan 
individu untuk patuh dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada 
preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif 
mendorong individu berpenghasilan besar untuk melakukan penggelapan 
pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk 
mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat 
penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus. 
Beberapa penelitian, baik eksperimental maupun tinjauan arsip, 
menghasilkan beragam kesimpulan mengenai hubungan antara tingkat 
pendapatan dan kepatuhan perpajakan. Johanes (2011) menyatakan bahwa 
masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban 
membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah 
penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Masyarakat 
yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. 





sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat 
memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan 
kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. 
Hasil penelitian menurut Pasaribu dan Tjen (2015) menyatakan tingkat 
penghasilan mempengaruhi kepatuhan perpajakan dimana semakin tinggi 
penghasilan seseorang, semakin rendah kepatuhan perpajakannnya. 
Menurut Rahman, A. (2018) Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat 
pendapatan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak sedangkan menurut Iswanti, T. (2015) menunjukan 
tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas yang saling berlawanan 
tersebut, peneliti ini akan menguji hubungan antara tingkat pendapatan 
dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
9. Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan menurut Nurmantu (2005) 
sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 
membayar pajak dan melaksanakan hak perpajakannya.sedangkan, 
Menurut James dan Alley (2006), kepatuhan perpajakan mengacu pada 
kesediaan individu untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan 
pajak tanpa didahului penegakan hukum. 
Kepatuhan wajib pajak Menurut Santoso (2008) adalah wajib pajak 
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 





investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi 
baik hokum maupun administrasi. Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK 
Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak tealah mengeluarkan 
criteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang 
memenuhi criteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. 
Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik 
Pajak Tahunan maupun Pajak Masa. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan 
penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang 
dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: 
pajak yang masih harus diabayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar tambah. 
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana 
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang 





d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiscal yang dilakukan 
oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak 
lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP). 
B. Penelitian terdahulu 
Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa 

























































































































































































































































































































Wajib Pajak di 
daerah 
Purworejo. 








































































































































C. Kerangka Pemikiran 
1. Pengaruh Gender terhadap kepatuhan wajib pajak  
Variabel jenis kelamin dapat digunakan dalam penelitian perpajakan. 
Studi-studi yang telah dilakukan menunjukan hasil yang tidak konsisten. 





perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Jika di 
implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih patuh 
terhadap pajak (Pasaribu dan Tjen 2015) .  
 Beberapa penelitian menunjukan hasil bahwa Wajib Pajak Wanita 
akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki 
perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang 
seharusnya, sedangkan Wajib pajak pria lebih menekankan pada ketakutan 
pada sanksi yang diberlakukan (Debbianita dan Verani Carolina, 2013). Di 
sisi lain, hasil penelitian al-mamun et al.(2014) menyimpulkan bahwa antara 
laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan signifikan dalam hal 
kepatuhan wajib pajak. Terkadang kebutuhan seorang perempuan lebih 
besar dari seorang laki-laki, menyebabkan perempuan mengesampingkan 
kewajiban perpajakan dan membuat mereka tidak patuh. 
Hasil penelitian Kakunsi, E.dkk (2017)  menunjukkan bahwa  gender 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Perbedaan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh 
karyawan dengan wiraswasta dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Pelaporan dari pihak ketiga atas pemotongan pajak juga akan mendorong 
kepatuhan dalam membayar pajak. Bagi karyawan, penghasilan yang 
diterimanya telah di potong untuk membayar pajak oleh pemberi kerja. 
Seorang karyawan hanya bekerja di suaru pemberi kerja bisa dikatakan 





penghasilannya sama dengan besarnya pemotongan pajak yang dilakukan 
pemberi kerja. Hal berbeda terjadi bagi wiraswasta dimana banyak 
penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. 
Literatur kepatuhan pajak menyimpulkan bahwa wajib pajak wiraswasta 
lebih mudah menghindari pajak dibanding karyawan. 
Wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderug akan 
menyesuaikan karakteristik pemimpinnya, dimana jika pemimpin tersebut 
bersikap positif maka kryawan nya akan bersikap positif dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan dan jika pemimpin bersikap negatif maka karyawan 
juga bersikap negatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Hasil penelitian Wiratama, K.dkk (2015) menunjukan bahwa Latar 
belakang pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan berkelanjutan, yang 
sudah ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada 
tingkatperkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar dan 
cara penyajian bahan pengajaran. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh 
terhadap perubahan sikap, cara berfikir dan perilaku seseorang. Seseorang 
yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan dalam 
menyerap informasi dan mengimplementasikannya ke dalam perilaku dan 
gaya hidup sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Tingkat pendidikan 





Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan lebih 
mengetahui kewajiban perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak 
jika dibandingkan individu lain yang berpendidikan rendah. Namun, 
Menurut Lewis dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2015), seorang Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang tinggi pendidikannya juga belum tentu patuh, 
sebab seorang Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 
dapat memanfaatkan celah dan mencari kelengahan pajak, menyebabkan 
mereka melakukan penghindaran pajak. 
Apabila dikaitkan dengan pembayaran pajak maka sudah sewajarnyalah 
jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi, kesadaran untuk membayar pajak 
tersebut juga akan lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan 
lebih rendah. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih 
mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membayar pajak sebagai 
salah satu kewajiban sebagai warga negara (Johanes, 2011). 
Hasil penelitian Fitriyani, Dewi.dkk (2014) menunjukan bahwa Tingkat 
pendidikan Berpengaru terhadap kepatuhan wajib Pajak. 
4. Pengaruh Status pernikahan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Status pernikahan menjadi hal yang perlu diteliti, antara individu yang 
belum menikah dengan individu yang sudah menikah terkadang memiliki 
persepsi yang berbeda tentang membayar kewajiban pajak. Togler (2003) 
menyatakan bahwa individu yang lajang memiliki kepatuhan perpajakan 





yang sudah menikah lebih memiliki moral pajak yang tinggi dibandingkan 
yang masih lajang (torgler dan Schneider, 2004 ). Artinya, Orang yang 
sudah menikah akan lebih terikat pada komunitas sehingga mereka akan 
lebih patuh dan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan 
sanksi sosial seperti melakukan penggelapan pajak. Namun menurut 
Pasaribu dan Tjen (2015) bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan 
antara responden yang belum menikah dengan responden yang sudah 
menikah. 
Hasil penelitian Sarasdiyanto, R (2017) menunjukan bahwa Status 
Pernikahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
5. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal 
melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan 
kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan dari mereka akan memenuhi 
kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya 
tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang 
tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan 
kewajibannya. 
Menurut Johanes (2011) bahwa masyarakat tidak akan menemui 
kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang 
harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka 





(2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat 
penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian 
tersebut peneliti akan menguji hubungan Tingkat Penghasilan dengan 
kepatuhan wajib pajak. 
Hasil Penelitian Pasaribu dan Tjen (2015)  menunjukan bahwa Tingkat 
Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuha  wajib pajak. 
















D. Perumusan Hipotesis 
Menurut  Sugiyono,  2012 : 47)  Hipotesis  merupakan  dugaan  atau  
jawaban  yang  bersifat  sementara  dari  rumusan  masalah  penelitian,  yang  

























Hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut : 
H1 :Diduga Gender Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
H2 :Diduga Latar Belakang Pekerjaan Berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak 
H3 :Diduga Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. 
H4 :Diduga Status Pernikahan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak. 



















A. Pemilihan Metode 
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan penekanan 
pada pengujian empiris melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dan 
melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Untuk menguji dan 
memberikan gambaran bagaimana pengaruh Gender, Latar belakang pekerjaan, 
Tingkat pendidikan, Status pernikahan dan Tingkat penghasilan terhadap 
kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh peneliti 
dari penyebaran kuesioner ke responden. Data primer adalah data yang biasanya 
diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode 
pengumpulan data orisinal (Kuncoro, 2009:148). Data primer tersebut berupa 
kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada beberapa wajib pajak orang 
pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Tempat penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal 
yang berlokasi di jl.Kol.Sugiono No.5 Tegal 52113. Peneliti memilih Kantor 
Pelayanan Pajak Tegal karena peneliti ingin mengetahui mengenai faktor yang 
terkait dengan kepatuhan membayar pajak. Dalam hal ini, faktoryang dimaksud 
adalah Gender, Latar belakang pekerjaan, Tingkat pendidikan, Status pernikahan 






C. Populasi dan sampel 
1. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 
telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variable.suatu populasi 
dengan jumlah individu tertentu dinamakan variable. Suatu populasi dengan 
jumlah individu tertentu dinamakan populasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 
KPP Pratama Tegal. 
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel 
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut ( sugiyono, 2011). Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi 
yang ada, sehingga pengambilan sampel menggunakan cara-cara tertentu dan 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode incidental 
sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa 
saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan 
sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber 
data (Amirin, 2009).  
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan rumus Slovin sebagai berikut : 
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= 99,969 






n  =  jumlah sampel  
N =  Jumlah populasi  
e  = Eror Tolerance ( batas kesalahan yang ditoleransi ) 
Berdasarkan hasil perhiungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 
100 kuisionare yang akan di sebar dan perhitungannnya akan diolah dengan 
menggunakan program spss. 
D. Definisi Konseptual dan Operasional 
1. Definisi konseptual variabel 
Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variable 
yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 
penelitian mengoperasionalkannya di lapangan.   
Adapun penjelasannya sebagai berikut : 
a) Variabel dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  kepatuhan wajib pajak. 
Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi 
pemerintah dan rakyat, dimana pemerintah dan rakyat memiliki hak serta 
kewajiban. menurut Nurmantu (2005) kepatuhan wajib pajak sebagai suatu 
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban membayar pajak dan 
melaksanakan hak perpajakannya. sedangkan, Menurut James dan Alley 
(2002), kepatuhan perpajakan mengacu pada kesediaan individu untuk 






b) Variabel Independen 
Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Gender, Latar belakang 
pekerjaan, Tingkat pendidikan, Status pernikahan dan Tingkat penghasilan. 
1. Gender 
Variabel jenis kelamin dapat digunakan dalam penelitian perpajakan. 
Studi-studi yang telah dilakukan menunjukan hasil yang tidak konsisten. 
Meskipun belum banyak dukungan riset,terdapat kecenderungan bahwa 
perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Jika di 
implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih patuh 
terhadap pajak. Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi, terkadang kebutuhan 
seorang perempuan lebih besar dari seorang laki-laki, menyebabkan 
perempuan mengesampingkan kewajiban perpajakan dan membuat mereka 
tidak patuh. 
2. Latar belakang pekerjaan 
Perbedaan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh 
karyawan dengan wiraswasta dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan 
Wajib Pajak. Menurut Wiratama, K.dkk (2015) Yang meneliti tentang 
Pengaruh tingkat pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan wajib pajak 
terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak 
menyatakan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Penelitian yang sama menurut Pasaribu dan Tjen (2016) 
menyatakan jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi mempengaruhi 





latar belakang pekerjaan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan 
wajib pajak, latar belakang pekerjaan atau profesi seseorang wajib pajak 
akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
3. Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan dapat menjadi patokan dalam pengaruh kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi, Menurut Fitriani, dewi.dkk (2014) menyatakan 
tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib 
pajak, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya. Menurut Pasaribu dan Tjen (2016), semakin tinggi tingkat 
pendidikannya maka seseorang akan lebih mengetahui perpajakan dan 
memahami manfaat membayar pajak jika dibandingkan dengan individu 
yang berpendidikan lebih rendah, Hal ini akan mendorong orang yang 
berpendidikan lebih tinggi akan lebih patuh. 
4. Status Pernikahan 
Status pernikahan menjadi hal yang perlu diteliti, antara individu yang 
belum menikah dengan individu yang sudah menikah terkadang memiliki 
persepsi yang berbeda tentang membayar kewajiban pajak. Menurut 
Sarasdiyanto, R. (2017) Status Pernikahan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya tidak ada 
perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah menikah maupun 





5. Tingkat Penghasilan 
Tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang 
tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan 
kewajibannya. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental 
dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan 
menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan 
memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Hasil 
penelitian menurut Pasaribu dan Tjen (2016) menyatakan tingkat 
penghasilan mempengaruhi kepatuhan perpajakan dimana semakin tinggi 
penghasilan seseorang, semakin rendah kepatuhan perpajakannnya. Menurut 
Rahman, A. (2018) Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhapad kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan 
tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak. 
2. Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih 
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Definisi 
operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel 
yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang 
membentuknya.  
 Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Jenis Variabel Indikator Skala 
pengukuran 
Kepatuhan 
wajib pajak (Y) 











b. Kepatuhan untuk  menyetorkan 
kembali Surat    Pemberitahuan     
(SPT) 
c .Kepatuhan dalam penghitungan dan  
pembayaran  pajak terutang 




(2017)   
a .  Laki-laki 






a . Pegawai Negeri Sipil 
b . Karyawan Swasta / BUMN 
c . Profesional  






a . SMA 
b . D3 
c . S1 






a . Belum Menikah 






a . < Rp. 2.000.000 
b . Rp 2.000.000-Rp. 5.000.000 
c . Rp. 6.000.000-Rp. 10.000.000 
d . > Rp. 10.000.000 
Nominal 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memeroleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik kuisioner. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari data primer melalui penyebaran kuisioner yang 
disebaarkan kepada responden secara langsung. Dalam penelitian ini kuisioner 
disusun sesuai dengan pernyataan dan responden diminta memberikan tanggapan 





Instrumen yang digunakan untuk mengukur variable penelitian ini dengan 
menggunakan skala likert 5 point. Jawaban responden berupa pilihan lima 
alternatif yang ada, yaitu : 
1. Skor 5 untuk kuisioner dengan jawaban Sangat Setuju 
2. Skor 4 untuk kuisioner dengan jawaban Setuju 
3. Skor 3 untuk kuisioner dengan jawaban Netral 
4. Skor 2 untuk kuisioner dengan jawaban Tidak Setuju 
5. Skor 1 untuk kuisioner dengan jawaban Sangat Tidak Setuju 
F. Teknik Pengolahan Data 
Data yang diperoleh kemudian akan diolah menggunakan aplikasi analisis 
data statistic atau dikenal denga SPSS versi 22.program SPSS digunakan untuk 
menghindari dari kalkulasi human error. 
G.  Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Uji Validitas instrument 
Uji   validitas   digunakan   untuk   mengukur   sah   atau   tidaknya   suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut (Ghozali 2009:45). Suatu kuesioner yang valid atau sahih mempunyai 
validitas tinggi. Sebaliknya validitas yang kurang valid berarti memiliki validitas 
rendah. Agar diperoleh kesahihan dan keterandalan kuesioner, maka sebelum 
digunakan sebagai alat pengumpul data dilakukan uji coba. 
Didalam penelitian ini uji coba dilakukan terhadap sejumlah sampel yaitu 100 





Pengujian dilakukan dengan menggunakan korelasi Product Moment dari  
Pearson. Tingkat  validitas  dapat  diukur  dengan  cara  membandingkan nilai r 
hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n - k dengan alpha 
0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau 
pernyataan tersebut dinyatakan valid. 
2. Uji Reliabilitas   
Menurut (Sujarweni, 2014) reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu 
kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan 
konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan 
disusun dalam suatu bentuk kuisioner. Uji reliabilitas yan digunakan adalah 
Cronbach Alpha. Cronbach Alpha merupakan koefisien reliabilitas yang 
mengindikasikan seberapa baik item-item yang ada dalam suatu alat ukur korelasi 
positif dengan yang lainnya. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama 
terhadap seluruh butir pertanyaan.Jika nilai Crombach Alpha > 0,70 maka 
reliable. Hal tersebut menggunakan uji reliabilitas. Rumus ini bisa dipakai apabila 
varian dan kovarian dari komponen-komponen tidak sama adalah rumus koefisien 
alpha dari Cronbach, sehingga disebut dengan Cronbach’s coefficient alpha 
sebagai berikut ini.  
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Keterangan :  
r  = Reliabilits instrument 
k  = banyaknya butir pertanyaan 
      = Varians Total 
 ∑    = Jumlah Varians Butir 
3. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi 
klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum dilakukan 
pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan 
penelitian ini (Ghozali, 2011:140). 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Heteroskedastisitas 
atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection 
mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang 
mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah 
dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 





Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada tidaknya pola tertentu 
pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 
yang telah diprediksi, dan sumbu  X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindifikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Ghozali, 
2011: 39).  
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 
valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual 
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah dengan 
melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 
distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan 
melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel 
yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probality 





normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual 
akan dibandingkan dengan gaaris diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
maka garis garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 
gaaris diagonalnya (Ghozali, 2011: 140). 
Selain menggunakan normal probality plot, dalam penelitian ini uji 
normalitas dilakukan dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik non 
parametrik one sample kolmogorov smirnov.  Ketentuan pengambilan 
keputusan pada  uji one sample kolmogorov smirnov adalah bahwa jika 
probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai 
perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak 
normal. Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji 
mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data 
tersebut normal  (Ghozali, 2011: 149). 
c. Multikolinieritas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas 
saling berkorelasi, maka variabel–variabel ini tidak ortogonol. Variabel 
ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 
sama dengan nol  (Ghozali, 2011: 150). Variabel yang menyebabkan 
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance maupun VIF (Variance 





VIF < 10 dan mempunyai angka tolerance > 0,1 atau mendekati 1  (Ghozali, 
2011: 150). 
4. Uji Hipotesis 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur hubungan secara 
linear antara lebih dari satu variable predictor (indepenen) dengan variable 
dependen (terikat). Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti apabila 
jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2012) 
Persamaan regresi untuk lima prediktor adalah : 
                               
Keterangan:  
    =   Tingkat kapatuhan wajib pajak Orang Pribadi  
α   =   Bilangan konstan  
β1, β2, β3, β4, β5   =   Koefisien regresi Variabel                     
   =   Gender 
   =   Latar Belakang Pekerjaan 
   =   Tingkat Pendidikan 
   =   Status Pernikahan 
   = Tingkat Penghasilan  
e    =   error.  
5. Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t)  
Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variable independen 





Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi t < 0,05 
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
6. Uji Koefisien determinasi (𝐑 )  
Menurut Ghozali (2012:97), uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk 
mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai 
R2, maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal 
Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni didirikan Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DJP Drs. Soejono 
Brotodiharjo. Dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan 
Pekalongan meliputi  wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk 
Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu 
belum terbentuk. 
Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk 
menggali potensi pajak terus digalakkan seiring dengan perkembangan 
perekonomian dikedua daerah tersebut Kabupaten Tegal baik pada saat itu 
hingga sekarang, ini tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi 
juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga 
dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi disekitar daerah 
Gunung Slamet. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang 
memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu 
memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan 







Oleh karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring 
dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakatnya, maka Dirjen Pajak 
mempertimbangkan agar menjadikan Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi 
Kantor Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan 
memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor 
Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh DJP Drs. 
Sutadi Sukarya.  
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian dirubah menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan 
RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari 
Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari 
bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau 
pemeriksaan semata tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi 
pajak kepada masyarakat luas terutama bagi Wajib Pajak. 
KPP Tegal sejak masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat 
I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. 
Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. 






KPP Tegal yang masih dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa 
Tengah I, memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 yang masih terdiri 
dari tiga daerah meliputi : 
a. Daerah Tingkat II Kota Tegal. 
b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. 
c. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes. 
Dengan batas wilayah sebagai berikut: 
a. Laut Jawa sebagai batas wilayah Utara. 
b. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilyah 
Selatan. 
c. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah Timur. 
d. Kecamatan Losari sebagai, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah 
Barat. 
 
2. Kedudukan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sebagai salah satu unit 
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah Kanwil 
DJP Jawa Tengah I dengan wilayah kerja meliputi : 
a. Kota Tegal 
b. Kabupaten Tegal 
c. Kabupaten Brebes 
 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal atau KPP Pratama Tegal 





bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP 
Jawa Tengah 1, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 
pengawasan adminstrasi, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dibidang 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya 
(PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
3. Visi, Misi dan Nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama memiliki visi sebagaimana visi Direktorat Jenderal Pajak. 
Adapun yang menjadi visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah : 
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system 
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya 
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Untuk 
mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama adalah : 
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang 
Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi 
perpajakan yang efektif dan efisien. 
Maksud yang terkandung dari Visi Direktorat Jenderal Pajak tersebut 





a. Misi Fiskal, yaitu menghimpun peneriman Dalam Negeri dari sektor 
pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah, 
berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi 
yang tinggi. 
b. Misi Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam 
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan 
perpajakan yang minimizing distortion. 
c. Misi Politik, yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa. 
d. Misi Kelembagaan, yaitu senantiasa memperbaharui diri, selaras 
dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta 
administrasi perpajakan mutakhir. 
Dalam menjalankan misi yang diemban tersebut, setiap pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus selalu memegang teguh nilai-nilai 
sebagai berikut : 
a. Integritas : Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang 
teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan 
bertindak jujur, menepati janji dan bertindak konsisten. 
b. Profesionalisme : Memiliki kompetensi di bidang profesinya, 
menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, 
kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial. 
c. Inovasi : Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan atau 
alternative pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatian 





d. Teamwork : Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang 
atau pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan 
pekerjaan. 
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal menjalankan fungsi sebagai berikut : 
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. 
b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT 
Tahunan), Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) serta berkas wajib 
pajak. 
c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya. 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. 
e. Pemeriksaan Perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan. 
f. Penerbitan surat ketetapan pajak. 
g. Pembetulan surat ketetapan pajak. 





i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 
j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 
 
4. Struktur dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Tegal 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dilengkapi dengan struktur 
organisasi yang mencakup keseluruhan tugas dan fungsi yang ditetapkan 
melalui Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006. 
Sesuai dengan peraturan tersebut, maka struktur organisasi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama tegal, sebagaimana halnya Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor. 
b. Subbagian Umum. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 
d. Seksi Pelayanan. 
e. Seksi Ekstensifikasi. 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III. 
i. Seksi Penagihan. 
j. Seksi Pemeriksaan. 
k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 
l. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Untuk jelasnya Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak 



















Bagan Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
 
Adapun rincian tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 254/KMK.01/2001 tanggal 24 Mei 2004, pada pasal 38 
disebutkan sebagai berikut : 
a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha dan rumah tangga. 
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi 
Seksi Pemeriksaan 
Seksi Pengawasan 











Seksi Penagihan Seksi Pelayanan 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi I 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi II 
 
Seksi Pengawasan 









perpajakan, perekaman dokumen perpajakan urusan tata usaha 
penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan 
teknis komputer, pemantauan aplikasi Pembuatan Surat 
Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dan e-Filing, pelaksanaan Sistem 
Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP) dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG), serta penyiapan laporan kinerja. 
c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan   
perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan 
kerjasama perpajakan. 
d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan 
dokumen-dokumen penagihan. 
e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta 





f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 
penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan    
Konsultasi II,  Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-
masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan  
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/ himbauan  kepada 
Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil 
Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data 
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan 
evaluasi hasil banding. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
B. Deskripsi Responden 
Penelitian ini menguji pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, tingkat 
pendidikan, status pernikahan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan 
wajib pajak di wilayah KPP Pratama Kota Tegal. Responden dalam 
penelitian ini adalah  wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Kota 






Karakteristik responden berdasarkan gender pada penelitian ini  dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel  4.1 
Karakteristik Responden berdasarkan Gender 
 
Gender  Jumlah Prosentase 
Pria  46 46 % 
Wanita 54 54 % 
Total 100 100% 
Sumber: Data yang diolah (2019) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 
merupakan wajib pajak yang berada di wilayah  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 54 responden (54%), dan yang 
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 responden  (46 %).  
Identitas responden berdasarkan latar belakang pekerjaan pada penelitian 
ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel  4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan  
 
Pekerjaan  Jumlah Prosentase 
Pegawai negeri sipil 43 43 % 
Karyawan swasta 34 34 % 
Profesional 14 14 % 
Pengusaha 9 9 % 
Total 100 100 % 






Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 
merupakan wajib pajak yang berada di wilayah  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal yang memiliki latar belakang pekerjaan pegawai negeri sipil yaitu 
sebanyak 43 responden atau 43%, yang memiliki latar belakang pekerjaan 
pegawai karyawan swasta sebanyak 34  responden atau 34 %, yang memiliki 
latar belakang pekerjaan profesional sebanyak 14 responden atau 14%, dan 
sisanya responden yang memiliki latar belakang pekerjaan pengusaha 
sebanyak 9 responden atau 9%.  
Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan responden pada 
penelitian ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 
Pendidikan  Jumlah Prosentase 
SMA 29 29 % 
Diploma (D3) 17 17 % 
Sarjana (S1) 54 54 % 
Magister (S2) - - 
Total 100 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
yang merupakan wajib pajak yang berada di wilayah  Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi SMA 
yaitu sebanyak 29 responden atau 29 %, yang mempunyai tingkat 
pendidikan tertinggi D3 yaitu sebanyak 17 responden atau 17 %, yang 





atau 54 %, dan tidak ada satu respondenpun yang mempunyai tingkat 
pendidikan tertinggi S2.  
Identitas responden berdasarkan status pernikahan responden pada 
penelitian ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan  
 
Pendidikan  Jumlah Prosentase 
Belum menikah 42 421 % 
Sudah menikah 58 58 % 
Total 100 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
merupakan wajib pajak yang berada di wilayah  Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal merupakan wajib pajak dengan status belum menikah  
yaitu sebanyak 42 responden atau 42 %, dan wajib pajak dengan status 













Identitas responden berdasarkan tingkat penghasilan responden pada 
penelitian ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Penghasilan  
 
Pendidikan  Jumlah Prosentase 
< Rp. 2.000.000 29 29 % 
Rp 2.000.000-Rp. 5.000.000 17 17 % 
Rp. 6.000.000-Rp. 10.000.000 54 54 % 
> Rp. 10.000.000 - - 
Total 100 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
merupakan wajib pajak yang berada di wilayah  Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal yang mempunyai tingkat penghasilan kurang dari  Rp. 
2.000.000 yaitu sebanyak 29 responden atau 29 %, yang mempunyai 
tingkat penghasilan antara Rp 2.000.000-Rp. 5.000.000 yaitu sebanyak 
17 responden atau 17 %, yang mempunyai tingkat penghasilan antara Rp. 
6.000.000-Rp. 10.000.000  yaitu sebanyak 53 responden atau 53 %, dan 
yang mempunyai tingkat penghasilan lebih dari  Rp. 10.000.000 yaitu 
sebanyak 54 responden atau 54 %.  
 
C. Pengujian Instrumen Penelitian 
1. Pengujian Validitas Instrumen 
Uji   validitas   digunakan   untuk   mengukur   sah   atau   tidaknya   





pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang 
akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2009:45). Suatu kuesioner 
yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya validitas 
yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Agar diperoleh 
kesahihan dan keterandalan kuesioner, maka sebelum digunakan sebagai 
alat pengumpul data dilakukan uji coba. 
Didalam penelitian ini uji coba dilakukan terhadap sejumlah sampel 
yaitu 100 orang responden. Perhitungan  uji  validitas  dilakukan  dengan  
program  SPSS.  Pengujian dilakukan dengan menggunakan korelasi 
Product Moment dari  Pearson. Tingkat  validitas  dapat  diukur  dengan  
cara  membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of 
freedom (df) = n - k dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r 
tabel dan nilai r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan 
valid. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas dalam penelitian ini : 
Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian  




rhitung rtabel Keterangan 
1 0,549 0,195 Valid 
2 0,446 0,195 Valid 
3 0,526 0,195 Valid 
4 0,472 0,195 Valid 
5 0,394 0,195 Valid 
6 0,580 0,195 Valid 
7 0,496 0,195 Valid 
8 0,704 0,195 Valid 







Berdasarkan tabel  di atas mengenai pengujian validitas variabel 
persepsi kepatuhan wajib pajak terdiri dari 8 pernyataan kemudian diujikan 
validitasnya kepada 100 orang responden, dan  semua pernyataan untuk 
variabel dalam penelitian ini  memiliki nilai korelasi (rhitung) lebih besar 
dari rtabel yaitu  0,195 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 
sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel 
kepatuhan wajib pajak  dapat digunakan untuk pengumpulan data 
penelitian. 
 
2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 
Menurut Arikunto (2014:211), reliabilitas ialah suatu instrumen yang  
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 
tersebut sudah baik.  Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 
mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 
Instrumen yang dapat dipercaya atau reliable akan menghasilkan data 
yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 
kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, akan tetap sama. Reliable 
menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliable artinya dapat 
dipercaya, jadi dapat diandalkan.Sebagai dasar pengambilan keputusannya 
adalah suatu instrumen yang terdiri dari beberapa item butir pertanyaan 
akan dapat dipercaya / dapat diandalkan / reliabel apabila nilai Cronbach 
Alpha di atas 0,60. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas  dalam 











Berdasarkan  koefisien  Cronbach’s  Alpha  dari  variabel kepatuhan 
wajib pajak  adalah sebesar 0,612 maka dapat dikatakan bahwa kuesioner 
yang digunakan sudah reliabel, karena memiliki koefisien Cronbach’s 
Alpha ≥ 0,60. 
D. Hasil  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis 
berupa uji simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi. 
1. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas 
sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi 
klasik yang akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:140). 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 









ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas 
karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 
(kecil, sedang, dan besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu  
X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-
studentized. Dasar analisisnya adalah jika  ada pola tertentu, seperti 
titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 
melebar kemudian menyempit), maka mengindifikasikan telah terjadi 
Heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar di atas  dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 







Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka 
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan analisis grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual 
adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara 
data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 
Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat 
menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode 





membandingkan distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi 
normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 
residual akan dibandingkan dengan gaaris diagonal. Jika distribusi 
data residual normal, maka garis garis yang menggambarkan data 




Hasil Uji Normalitas Dengan Normal Probality Plot 
 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 
asumsi normalitas. 
Selain menggunakan normal probality plot, dalam penelitian ini 





statistik non parametrik one sample kolmogorov smirnov.  Ketentuan 
pengambilan keputusan pada  uji one sample kolmogorov smirnov 
adalah bahwa jika probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data 
yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 
normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Sebaliknya jika 
signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai 
perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data 
tersebut normal  (Ghozali, 2011: 149). 
Tabel 4.8. 
Hasil Uji Normalitas Dengan One Sample Kolmogorov Smirnov 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kolmogorov 
smirnov dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov pada 
unstandardized residual diperoleh hasil sebesar 0,690. Perbandingan 
antara probability dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan 
diketahui bahwa nilai probability dari semua variabel  lebih besar dari 
0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian 
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Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel–
variabel ini tidak ortogonol. Variabel ortogonal adalah variabel bebas 
yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol  
(Ghozali, 2011: 150). Variabel yang menyebabkan multikolinearitas 
dapat dilihat dari nilai tolerance maupun VIF (Variance Inflation 
Factor). Model regresi yang bebas multikolinerietas mempunyai nilai 
VIF < 10 dan mempunyai angka tolerance > 0,1 atau mendekati 1  
(Ghozali, 2011: 150). 
Tabel 4.9. 





Dari hasil perhitungan uji asumnsi klasik pada bagian 
collinearity statistic terlihat untuk kelima variabel independen, angka 
VIF yaitu sebesar 1,105; 1,118; 1,028; 1,106 dan 1,071, yang lebih 





















diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah 
multikolinearitas. 
2. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 
ketergantunganm variabel dependen (terkait) dengan satu atau lebih 
variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 
dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 
dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 
Tabel 4.10 





Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ = 23,174 
+ 1,355 X1 + 0,953  X2 +  1,220 X3 +  2,830 X4 -  0,798 X5.   Berdasarkan 
persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 23,174  artinya jika gender, latar belakang 
pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan dan tingkat 
Coefficientsa
23,174 1,572 14,743 ,000
1,355 ,626 ,184 2,165 ,033
,953 ,314 ,256 3,036 ,003
1,220 ,303 ,321 4,032 ,000
2,830 ,616 ,383 4,592 ,000





















penghasilan bernilai tetap atau konstan maka kepatuhan wajib pajak di 
KPP Pratama Tegal adalah sebesar 23,174 satuan.  
b. Koefisien regresi untuk variabel gender sebesar 1,355 artinya jika 
variabel gender berubah sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Tegal sebesar 1,355 %. 
c. Koefisien regresi untuk variabel latar belakang pekerjaan sebesar 0,953 
artinya jika variabel latar belakang pekerjaan berubah sedangkan 
variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan 
wajib pajak di KPP Pratama Tegal sebesar 0,953 %.  
d. Koefisien regresi untuk tingkat pendidikan sebesar 1,220 artinya jika 
tingkat pendidikan ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka 
akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP 
Pratama Tegal sebesar 1,220  %.  
e. Koefisien regresi untuk status pernikahan sebesar 2,830  artinya jika 
status pernikahan berubah sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Tegal sebesar 2,830 %.  
f. Koefisien regresi untuk tingkat penghasilan sebesar 0,798 artinya jika 
tingkat penghasilan berubah sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal 






3. Uji Simultan (Uji F) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 
bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap variabel terikat. Dalam Uji F ini jika probabilitas atau nilai 
signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima atau dapat dikatakan 
memenuhi kriteria signifikansi, tetapi jika nilai signifikansi > 0,05 maka 
hipotesis ditolak atau dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria 
signifikansi. 
Tabel 4.11 
Hasil uji Simultan (Uji F) 
 
 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa gender, latar belakang 
pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan dan tingkat penghasilan 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan 
demikian hipotesis keenam yaitu “Diduga Gender, Latar belakang 
pekerjaan, Tingkat pendidikan, Status pernikahan dan Tingkat 
penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib 
pajak” dapat diterima. 
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Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Penghasilan, Jenis_Kelamin,  Pendidikan,  Status,
Pekerjaan
a. 





4. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji statistik t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Tingkat signifikasi atau probabilitasnya adalah 
sebesar 5% atau 0,05. 
Tabel 4.12  
Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 
 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diartikan bahwa :  
a. Dari perhitungan uji hipotesis (Uji t) dengan menggunakan SPSS 
diperoleh nilai sig sebesar 0,033 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
dengan demikian hipotesis pertama yaitu “Diduga gender berpengaruh 
secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak” dapat diterima.  
b. Dari perhitungan uji hipotesis (Uji t) dengan menggunakan SPSS 
diperoleh nilai sig sebesar 0,003 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kedua yaitu 
Coefficientsa
23,174 1,572 14,743 ,000
1,355 ,626 ,184 2,165 ,033
,953 ,314 ,256 3,036 ,003
1,220 ,303 ,321 4,032 ,000
2,830 ,616 ,383 4,592 ,000





















“Diduga latar belakang pekerjaan berpengaruh secara parsial terhadap 
kepatuhan wajib pajak” dapat diterima.  
c. Dari perhitungan uji hipotesis (Uji t) dengan menggunakan SPSS 
diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak, dengan demikian hipotesis ketiga yaitu “Diduga tingkat 
pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib 
pajak” dapat diterima. 
d. Dari perhitungan uji hipotesis (Uji t) dengan menggunakan SPSS 
diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa status pernikahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak, dengan demikian hipotesis keempat yaitu “Diduga status 
pernikahan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib 
pajak” dapat diterima. 
e. Dari perhitungan uji hipotesis (Uji t) dengan menggunakan SPSS 
diperoleh nilai sig sebesar 0,061 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tingkat penghasilan berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kelima yaitu 
“Diduga tingkat penghasilan berpengaruh secara parsial terhadap 








5. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
menjelaskan variasi variabel dependen. 
 Terdapat kelemahan penggunaan koefisien determinasi ialah bias 
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 
Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat, 
tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel 
independen. Sehingga banyak peneliti yang menyarankan untuk 
menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model 
regresi yang terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai Adjusted R
2
 dapat naik atau 
turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
Tabel 4.13 


















Std.  Error of
the Estimate







Adapun besarnya pengaruh dari gender, latar belakang pekerjaan, 
tingkat pendidikan, status pernikahan dan tingkat penghasilan secara 
bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di KPP 
Pratama Tegal sebesar 39,2 % dan selebihnya yaitu sebesar 60,8 % 
dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
 
E. Pembahasan 
1. Pengaruh Gender terhadap kepatuhan wajib pajak 
Penelitian ini membuktikan bahwa variabel gender  mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut 
diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,033 (ρ value < 0,05).  
Variabel jenis kelamin dapat digunakan dalam penelitian perpajakan. 
Studi-studi yang telah dilakukan menunjukan hasil yang tidak konsisten. 
Meskipun belum banyak dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa 
perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Jika di 
implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih patuh 
terhadap pajak. Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi, terkadang 
kebutuhan seorang perempuan lebih besar dari seorang laki-laki, 
menyebabkan perempuan mengesampingkan kewajiban perpajakan dan 
membuat mereka tidak patuh. Gender merupakan salah satu faktor yang 
menarik untuk diteliti terkait kepatuhan pajak. Beberapa penelitian 
menunjukan hasil bahwa Wajib Pajak Wanita akan patuh membayar pajak 





membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib 
pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang 
diberlakukan (Debbianita dan Verani Carolina, 2013). Dalam penelitian ini 
gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga tidak 
ada perbedaan antara kepatuhan wajib pajak perempuan dan wajib pajak 
laki-laki dalam membayar pajak. 
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Kakunsi, 
E.Dkk (2017) yang menunjukkan bahwa  gender tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 
2. Pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Penelitian ini membuktikan bahwa variabel latar belakang pekerjaan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
tersebut diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,003 (ρ value < 
0,05). 
Perbedaan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh 
karyawan dengan wiraswasta dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Pelaporan dari pihak ketiga atas pemotongan pajak juga akan mendorong 
kepatuhan dalam membayar pajak. Bagi karyawan, penghasilan yang 
diterimanya telah di potong untuk membayar pajak oleh pemberi kerja. 
Seorang karyawan hanya bekerja di suaru pemberi kerja bisa dikatakan 
bahwa dia patuh dalam hal pembayaran pajak karena pajak terutang atas 





pemberi kerja. Hal berbeda terjadi bagi wiraswasta dimana banyak 
penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. 
Literatur kepatuhan pajak menyimpulkan bahwa wajib pajak wiraswasta 
lebih mudah menghindari pajak dibanding karyawan. 
Wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderug akan 
menyesuaikan karakteristik pemimpinnya, dimana jika pemimpin tersebut 
bersikap positif maka kryawan nya akan bersikap positif dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan dan jika pemimpin bersikap negatif maka karyawan 
juga bersikap negatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wiratama, K.Dkk 
(2015) menunjukan bahwa Latar belakang pekerjaan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Penelitian ini membuktikan bahwa variabel tingkat pendidikan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
tersebut diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,000 (ρ value < 
0,05). 
Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai 
dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh 
terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan 





menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan 
gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal 
membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru 
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan lebih 
mengetahui kewajiban perpajakan dan memahami manfaat membayar 
pajak jika dibandingkan individu lain yang berpendidikan rendah (Pasaribu 
dan Tjen 2015). Namun, Menurut Lewis dalam penelitian Pasaribu dan Tjen 
(2015), seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tinggi pendidikannya 
juga belum tentu patuh, sebab seorang Wajib Pajak yang memiliki tingkat 
pendidikan yang tinggi dapat memanfaatkan celah dan mencari 
kelengahan pajak, menyebabkan mereka melakukan penghindaran pajak. 
Apabila dikaitkan dengan pembayaran pajak maka sudah sewajarnyalah 
jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi, kesadaran untuk membayar pajak 
tersebut juga akan lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan 
lebih rendah. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih 
mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membay\ar pajak sebagai 
salah satu kewajiban sebagai warga negara (Johanes, 2011). 
Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian yang dilakukan oleh 
Fitriyani, D.Dkk (2014) yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan 








4. Pengaruh status pernikahan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Penelitian ini membuktikan bahwa variabel status pernikahan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
tersebut diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,000 (ρ value < 
0,05). 
Status pernikahan menjadi hal yang perlu diteliti, antara individu 
yang belum menikah dengan individu yang sudah menikah terkadang 
memiliki persepsi yang berbeda tentang membayar kewajiban pajak. 
Togler (2003) menyatakan bahwa individu yang lajang memiliki 
kepatuhan perpajakan lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang 
sudah menikah. Orang yang sudah menikah akan lebih terikat pada 
komunitas sehingga mereka akan lebih patuh dan menghindari tindakan-
tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial seperti melakukan 
penggelapan pajak. Namun menurut Pasaribu dan Tjen (2015) bahwa tidak 
ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang belum 
menikah dengan responden yang sudah menikah. Berdasarkan argumen 
yang saling berlawanan tersebut, penelitian ini akan menguji antara status 
pernikahan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sarasdiyanto, R 
(2017) yang menunjukan bahwa status pernikahan berpengaruh terhadap 







5. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Penelitian ini membuktikan bahwa variabel tingkat penghasilan 
mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal tersebut diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,061 (ρ 
value >0,05). 
Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal 
melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan 
kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan dari mereka akan 
memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. 
Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana 
seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan 
hukum dan kewajibannya. 
Menurut Johanes (2011) bahwa masyarakat tidak akan menemui 
kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai 
yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya 
mereka peroleh secara rutin. Hasil penelitian Chatimah (2007) dalam 
Rustiyaningsih (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif 
signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. 
Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan menguji hubungan Tingkat 





Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil Penelitian Pasaribu dan 
Tjen (2015)  menunjukkan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh 


























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel gender  mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diketahui dari  
nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,033 (ρ value > 0,05). 
2. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel latar belakang pekerjaan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
tersebut diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,003 (ρ value < 
0,05). 
3. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel tingkat pendidikan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
tersebut diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,000 (ρ value < 
0,05). 
4. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel status pernikahan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut 
diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,000 (ρ value < 0,05). 
5. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel tingkat penghasilan 






pajak. Hal tersebut diketahui dari  nilai  signifikansi uji t  sebesar 0,061 (ρ 
value >0,05). 
6. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel gender, latar belakang 
pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan dan tingkat penghasilan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 









Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian 
ini adalah : 
1. Dari penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa gender memiliki 
pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak perempuan 
cenderung lebih patuh menjalankan kewajjiban perpajakannya 
dibandingkan wajib pajak laki-laki, untuk itu perlu sosialisasi yang lebih 
baik kepada wajib pajak.  
2. Dari penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa latar belakang 
pekerjaan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dirjen 
Pajak sebaiknya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan latar 
belakang pekerjaan tertentu dengan melibatkan paguyuban atau komunitas 
tertentu. 
3. Dari penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa tingkat 
pendidikan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib 
Pajak yang kurang patuh mungkin dikarenakan mereka tidak memiliki 
pemahaman yang cukup baik tentang peraturan dan kebijakan perpajakan. 
Upaya yang dapat dilakukan Direkur Jendral Pajak yaitu dengan 
mengadakan seminar, penyuluhan, sosialisasi 
4. Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan, 
khususnya pada kategori wajib pajak orang pribadi yang masih berusia 





lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak yang berstatus sudah 
menikah. 
5. Pemerintah diharapkan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak 
yang tidak patuh terutama kepada wajib pajak dengan penghasilan tinggi 
tetapi tidak melaksanakan kewajiban pajaknya agar dapat membeikan efek 
jera. 
6. Pemerintah diharapkan meningkatkan pemberian informasi mengenai 
manfaat-manfaat yang dapat diberikan melalui pajak bagi kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan Negara. Informasi-informasi tersebut 
disebarkan melalui iklan dan artikel. Media yang digunakan dapat berupa 
koran, majalah, internet, atau televisi. 
7. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel 
penelitian dan menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan dalam 
membayar pajak seperti pelayanan fiscus, pemahaman wajib pajak tentang 
peraturan perpajakan dan pengaruh kesadaran wajib pajak. Selain itu 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain yaitu 
wawancara agar didapatkan data yang lebih akurat. Serta disarankan untuk 
area pengambilan sampel, tidak hanya pada satu daerah saja, sehingga 
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 Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu  Responden Penelitian 
 Di tempat  
 
 
Dengan hormat,  
Melalui kuesioner ini saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu 
untuk meluangkan waktu memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang terlampir. Kuesioner ini merupakan alat untuk mengumpulkan data untuk 
keperluan penelitian skripsi. Adapun topik penelitian yang dipilih oleh peneliti 
adalah tentang “Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, 
Status Pernikahan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Tegal)”.  
Tujuan dari pengumpulan data ini semata-mata hanya untuk kepentingan 
akademis dalam bentuk penyusunan skripsi pada program studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Data yang diperoleh 
dari kuesioner ini hanya digunakan untuk penelitian ini dan semua jawaban akan 
diperlakukan sesuai kode etik ilmiah dan tidak sama sekali dimaksudkan untuk 
memberi penilaian yang dapat merugikan karier Bapak/ Ibu.  
Atas bantuan dan waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk mengisi kuesioner 











Identitas Bapak / Ibu: 
1. Nama    :                                   (boleh tidak diisi) 
2. Gender (Jenis Kelamin) :  
a. Laki-laki  b. Perempuan 
3. Umur    : 
a. 20 - 29 tahun 
b. 30 - 39 tahun 
c. 40 - 49 tahun 
d. Di atas 50 tahun  
4. Latar Belakang Pekerjaan : 
a. Pegawai Negeri Sipil 
b. Karyawan Swasta (BUMN) 
c. Profesional 
d. Pengusaha 
5. Latar Belakang Pendidikan Terakhir : 
a. SMA 
b. Diploma (D3) 
c. Sarjana (S1) 
d. Magister (S2) 
6. Status Pernikahan : 
a. Belum Menikah 
b. Menikah 
7. Tingkat Penghasilan : 
a. < Rp. 2.000.000 
b. Rp 2.000.000-Rp. 5.000.000 
c. Rp. 6.000.000-Rp. 10.000.000 
d. > Rp. 10.000.000 










Pedoman Pengisian Kuesioner 
Untuk pertanyaan dibawah ini, berikan jawaban terhadap semua pertanyaan dalam 
kuesioner ini dengan memberikan penilaian tentang sejauh mana pertanyaan itu 
sesuai dengan realita. Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan 
tanda (√  pada kotak yang sesuai berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, dengan 
petunjuk pengisian sebagai berikut:           
STS = Sangat Tidak Setuju  
TS = Tidak Setuju  
KS = Kurang Setuju 
S = Setuju  
SS = Sangat Setuju 
  
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak    
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Bapak/Ibu tepat waktu dalam melaporkan SPT      
2. Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada 
waktunya karena tidak ingin kena sanksi 
berupa denda 
     
3. Bapak / Ibu tidak pernah dijatuhi hukuman 
berkenaan dengan pajak 
     
4. Bila mempunyai tunggakan pajak, maka  
Bapak/Ibu selalu membayar tunggakan pajak 
tepat pada waktunya 
     
5. Bapak / Ibu menyiapkan alokasi dana untuk 
pembayaran pajak 
     
6. Bapak / Ibu mengetahui dokumen yang 
dibutuhkan dalam pembayaran pajak 







SS S KS TS STS 
7. Dalam membayar Pajak, Bapak / Ibu 
memperoleh ketepatan informasi dalam 
perhitungan pajak 
     
8. Bapak/Ibu berusaha memahami peraturan 
perpajakan yang berlaku sekarang baik melalui 
browsing lewat internet, ataupun menanyakan 
kepada pegawai KPP 







































Hasil Tabulasi Data Penelitian 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 3 2 4 1 1 5 4 5 3 5 2 5 3 32 
2 1 2 1 1 1 1 4 4 2 4 2 5 4 2 27 
3 2 1 2 2 1 3 3 4 5 3 5 4 4 3 31 
4 1 2 3 4 2 5 5 4 5 3 4 3 5 3 32 
5 2 1 3 2 1 2 4 5 3 4 3 5 5 4 33 
6 1 2 3 3 1 2 4 5 4 3 5 4 5 4 34 
7 1 3 2 3 1 2 4 3 4 5 5 3 4 5 33 
8 2 4 4 2 2 4 4 5 3 5 4 5 4 5 35 
9 1 2 3 1 2 1 4 5 3 5 4 3 4 3 31 
10 2 4 2 1 2 2 5 4 2 4 4 3 5 4 31 
11 1 1 1 4 1 2 5 5 4 5 3 3 4 5 34 
12 1 1 2 3 1 2 4 5 4 5 2 3 4 5 32 
13 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 3 4 4 2 31 
14 2 1 3 3 1 2 4 5 3 5 4 5 2 4 32 
15 2 1 2 3 1 3 5 4 5 3 2 3 5 3 30 
16 1 1 2 2 1 2 5 3 4 2 4 5 5 4 32 
17 1 2 1 3 1 2 5 4 4 5 3 4 5 4 34 
18 1 2 2 3 1 1 5 4 3 4 3 5 5 3 32 











1 2 3 4 5 6 7 8 
20 1 1 2 2 2 3 5 4 4 3 5 3 3 5 32 
21 2 2 1 1 1 1 4 4 2 4 2 5 4 2 27 
22 2 3 3 2 2 2 5 4 4 5 3 4 4 5 34 
23 1 3 4 3 1 3 4 3 5 4 5 3 4 3 31 
24 2 4 4 3 1 2 4 3 4 5 4 3 4 5 32 
25 2 3 1 3 2 2 4 5 3 5 4 3 5 4 33 
26 2 3 1 3 2 3 5 4 3 4 5 1 4 1 27 
27 2 2 2 3 2 2 4 3 5 4 5 3 5 4 33 
28 2 2 2 3 2 1 4 5 4 3 4 5 5 4 34 
29 1 1 3 2 2 1 4 5 4 3 5 4 4 5 34 
30 2 2 3 3 2 2 5 4 5 3 4 2 4 3 30 
31 2 2 4 1 2 1 5 4 5 3 5 2 4 5 33 
32 1 3 2 2 2 2 5 4 3 5 4 3 5 4 33 
33 1 2 1 3 2 2 4 5 4 3 5 2 4 4 31 
34 2 1 3 2 1 2 4 5 2 4 4 5 4 1 29 
35 2 1 3 3 1 2 5 4 3 5 3 2 3 4 29 
36 2 1 1 3 1 3 4 4 3 2 5 3 4 3 28 
37 1 4 2 1 1 2 4 4 2 4 4 3 5 3 29 
38 1 2 2 3 2 2 5 4 5 3 5 2 5 4 33 
39 2 1 4 1 1 2 4 5 4 5 3 4 4 3 32 
40 2 2 1 4 2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 38 
41 2 1 2 3 1 2 5 4 3 4 3 5 4 3 31 











1 2 3 4 5 6 7 8 
43 2 2 3 2 2 2 4 5 4 5 2 3 4 3 30 
44 1 3 2 2 2 2 4 5 4 3 5 4 2 5 32 
45 1 2 4 1 2 3 5 4 4 5 4 2 4 1 29 
46 1 1 1 3 1 2 4 5 4 3 4 2 5 4 31 
47 1 1 2 3 1 3 5 4 1 5 4 4 4 4 31 
48 1 1 3 1 2 4 2 1 4 4 5 4 4 2 26 
49 1 1 2 3 1 2 5 5 4 2 4 4 4 4 32 
50 2 1 2 3 2 2 4 5 5 4 4 4 4 5 35 
51 2 1 3 3 1 2 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
52 2 1 4 3 2 3 5 5 4 4 4 4 5 5 36 
53 2 2 1 4 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 38 
54 2 1 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 38 
55 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
56 2 4 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
57 2 3 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
58 1 1 2 1 1 1 4 5 4 4 3 5 4 4 33 
59 2 4 3 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
60 1 1 2 3 1 3 3 4 2 4 3 2 1 5 24 
61 2 3 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
62 2 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
63 2 1 2 3 1 2 4 4 5 4 3 3 3 3 29 
64 1 1 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 











1 2 3 4 5 6 7 8 
66 2 2 4 3 2 3 5 5 5 5 3 5 4 5 37 
67 1 1 2 3 1 3 4 5 4 4 5 3 4 3 32 
68 1 1 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
69 1 2 2 3 2 2 4 4 5 3 5 5 3 3 32 
70 1 3 2 1 2 2 5 5 2 4 4 3 4 4 31 
71 2 4 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
72 2 4 3 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
73 2 1 2 2 2 2 5 5 1 5 5 3 5 4 33 
74 2 1 2 3 1 2 5 4 5 4 4 5 4 5 36 
75 1 2 1 3 2 3 5 5 5 4 3 5 3 3 33 
76 2 1 2 1 2 3 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
77 1 1 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
78 2 1 4 1 2 2 5 5 5 4 4 4 5 5 37 
79 1 1 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
80 1 1 2 1 1 2 4 3 5 4 5 4 4 4 33 
81 2 2 2 1 2 2 4 5 4 5 4 5 4 5 36 
82 2 1 2 3 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
83 2 4 4 1 1 3 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
84 2 2 4 3 2 3 5 5 5 5 3 5 4 5 37 
85 1 1 2 3 1 3 4 5 4 4 5 3 4 3 32 
86 1 1 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
87 1 2 2 3 2 2 4 4 5 3 5 5 3 3 32 











1 2 3 4 5 6 7 8 
89 2 4 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
90 2 4 3 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
91 2 1 2 2 2 2 5 5 1 5 5 3 5 4 33 
92 2 1 2 3 1 2 5 4 5 4 4 5 4 5 36 
93 1 2 1 3 2 3 5 5 5 4 3 5 3 3 33 
94 2 1 2 1 2 3 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
95 1 1 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
96 2 1 4 1 2 2 5 5 5 4 4 4 5 5 37 
97 1 1 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
98 1 1 2 1 1 2 4 3 5 4 5 4 4 4 33 
99 2 2 2 1 2 2 4 5 4 5 4 5 4 5 36 























1 ,296** ,140 ,238* ,061 ,129 ,429** ,315** ,549**
,003 ,165 ,017 ,546 ,201 ,000 ,001 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,296** 1 ,000 ,228* -,064 ,204* ,124 ,271** ,446**
,003 1,000 ,022 ,526 ,042 ,221 ,006 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,140 ,000 1 -,057 ,255* ,225* ,110 ,279** ,526**
,165 1,000 ,575 ,010 ,024 ,274 ,005 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,238* ,228* -,057 1 -,093 ,294** ,162 ,291** ,472**
,017 ,022 ,575 ,356 ,003 ,108 ,003 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,061 -,064 ,255* -,093 1 -,012 ,177 ,247* ,394**
,546 ,526 ,010 ,356 ,907 ,079 ,013 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,129 ,204* ,225* ,294** -,012 1 ,120 ,279** ,580**
,201 ,042 ,024 ,003 ,907 ,234 ,005 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,429** ,124 ,110 ,162 ,177 ,120 1 ,161 ,496**
,000 ,221 ,274 ,108 ,079 ,234 ,110 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,315** ,271** ,279** ,291** ,247* ,279** ,161 1 ,704**
,001 ,006 ,005 ,003 ,013 ,005 ,110 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
,549** ,446** ,526** ,472** ,394** ,580** ,496** ,704** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000





































Kepatuhan_1 Kepatuhan_2 Kepatuhan_3 Kepatuhan_4 Kepatuhan_5 Kepatuhan_6 Kepatuhan_7 Kepatuhan_8
Validitas_
Kepatuhan
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 



























Listwise deletion based on all





















All requested v ariables entered.a. 
Dependent  Variable: Kepatuhanb. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Penghasilan, Jenis_Kelamin,
Pendidikan, Status, Pekerjaan
a. 
110 
 
 
 
Lampiran 4 
 
 
 
111 
 
 
 
Lampiran 5 
 
